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ABSTRAK

era globalisasi temyat mendorong 
perkembangan juga dalam dunia tindak pidana kejahatan. Salah satu tindak pidana 
yang mengalami perkembangan itu adalah tindak pidana Money Loundering atau 
tindak pidana pencucian uang. Aktifitas pencucian uang secra umum merupakan 
suatu cara menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari tindak 
pidana yang kerap dilakukan oleh organization crime, mupun individu yang 
melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotika dan kegiatan-kegiatan 
lainnya. Penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang masih sering 
mengalami jalan buntu apalagi dalam masalah pembuktian, karena dalam masalah 
pembuktian menjadi salah satu masalah yang sangat sulit dilakukanoleh penegak 
hukum. Oleh karena itu metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 
menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian ini mengkaji 
tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian unag dihubungkan 
dengan sistem pembuktian dengan hukum pidana dengan cara menelusuri bahan 
pustaka dan literatur-literatur yang berhubugan dan mendukung skripsi ini. Untuk 
memperjelas hubungan antara tindak pidana pencucian uang maka dihubungkan 
dengan sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi.

Di dalam tindak pidana pencucian uang menggunakan sistem pembuktian 
terbalik dan terdakwa mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa harta 
kekayaannya didapat bukan dari hasil tindak pidana pencucian uang, sedangkan 
tindak pidana korupsi juga sama menggunakan sistem pembuktian terbalik dan 
disini terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa harta kekayaan 
didapat bukanlah merupakan tindak pidana korupsi. Hak di sini dapat diartikan 
bahwa hak itu dapat dipakai oleh seorang terdakwa atau tidak. Sedangkan peran 
saksi antara tindak pidana pencucian uang dengan peran saksi tindak pidana 
korupsi terletak pada perlindungan saksi khusus, jika di dalam tindak pidana 
penucian uang memakai perlindungan saksi khusus tetapi di dalam tindak pidana 
korupsi tidak ada perlindungan saksi khusus.

Mengapa diperlukan perlindungan saksi karena dalam tindak pidana 
pencucian uang kejahatannya tidak berdiri sendiri tetapi ada tindak pidana asal 
oleh karena itu diperlukn perlindungan saksi secara khusus yang berfungsi supaya 
orang yang ingin menjadi saksi tidak takut oleh ancaman dari luar.

Perkembangan dunia menuju

x i i
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BABI

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan dunia menuju globalisasi ternyata mendorong 

perkembangan atau evolusi tindak kejahatan. Sebagai contoh adalah kejahatan 

batas negara atau dalam bahasa inggris dikenal sebagai trannational crime. Hal ini 

memberian dampak yang cukup serius terhadap keamanan masyarakat dan 

perdamaian sosial. Ada beragam bentuk kejahatan lintas negara ini. Salah satunya 

adalah pencucian uang.1 Problematik pencucian uang atau dikenal juga dengan 

istilah money loundering semakin marak di dunia internasional. Pihak-pihak

tertentu seperti organisasi kejahatan turut menikmati keuntungan dari lalu lintas

pencucian uang tampa menyadari kerugian yang ditimbulkannya.

Masalah pencucian uang atau kejahatan batas negara atau di kenal sebagai

trannational crime atau lebih dikenal dengan money loundering belakangan ini

makin mendapat perhatian khusus di dunia internasional, perhatian demikian 

dipicu dengan semakin maraknya tindak kejahatan ini dari waktu ke waktu 

sementara kebanyakan negara belum menetapkan sebagai kejahatan yang harus

diberantas. Pada tahun 2001, tepatnya pada tanggal 22 Juni 2001, FATF

memasukkan Indonesia disamping 19 negara lainnya kedalam daftar hitam 

non cooperative counteries or terriotories (NCCTs) atau kawasan yang tidak

http://vvww.isiindoncsia.com/tindak-pidana-pencucian-uang.htm, diakses pada tanggal 12
Mei 2009.
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kooperatif dalam menanggani kasus money loundering. Kesembilan belas negara 

lain itu ialah Mesir, Rusia, Hongaria, Israel, Lebanon, Filippina, Myanmar, Nauru, 

Nigeria. Niue. Cook Island, Republik Dominika, Guatemala, St.Kitts dan Nevis, 

St.Vincent dan Grenadines, serta Ukrain.2 Mengapa FAFT memasukkan Indonesia 

dalam daftar tersebut, tentu saja dengan pengamatan dan pertimbangan yang 

sangat cermat bahwa indonesia di sinyalir menjadi salah satu sumber sekaligus 

muara kegiatan money loundering.

Dalam konteks kepentingan nasional ditetapkannya Undang-Undang 

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan penegasan bahwa pemerintah 

dan sektor swasta bukan merupakan bagian dari masalah, melainkan bagian dari 

penyelesaian masalah, baik disektor ekonomi, keuangan maupun perbankan.

Usaha yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk dapat mencegah dan 

memberantas praktik pencucian uang adalah dengan membentuk undang-undng 

yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para 

pelaku kejahatan tersebut.3 Indonesia sendiri telah membentuk tentang 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu dengan disahkannya undang- 

undang nomor 15 tahun 2002 dan telah diubah menjadi undang-undang nomor 25 

tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana didalam Pasal 2 

ayat 1 dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana

N.H .T. Siahaan, "money loundering & kejahatan perbankan Jala permata iakarta 
Jakarat 2008, hal. 2.

Adrian Sutedi, ”Tindak Pidana Pencucian Uang .” PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2008,
hal. 5.
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Pencucian Uang dikatakan disana bahwa ”harta kekayaan yang diperoleh dari 

tindak pidana” terdapat 25 jenis tindak pidana yaitu :

1. korupsi;
2. penyuapan;
3. penyelundupan barang;
4. penyelundupan tenaga kerja;
5. penyelundupan imigran;
6. di bidang perbankan;
7. di bidang pasar modal;
8. di bidang asransi;
9. narkotika;
10. psikotropika;
11. perdagangan manusia;
12. perdagangan senjata gelap;
13. penculikan;
14. terorisme;
15. pencurian;
16. penggelapan;
17. penipuan;
18. pemalsuan uang
19. perjudian;
20. prostitusi;
21. di bidang perpajakan;
22. di bidang kehutanan;
23. di bidang lingkungan hidup;
24. di bidang kelautan;
25. tindak pidana lainnya dengan ancaman pidana penjara 4 (empat) tahun 

atau lebih.

Aktifitas pencucian uang secara umum merupakan suatu cara 

menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana 

yang kerap dilakukan oleh organization crime, maupun individu yang melakukan 

tindakan korupsi, perdagangan narkotika dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan 

diatas, secara garis besar melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan 

atau disembunyikan asal-usulnya sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi

N.H.T. Siahaan, SH., MH., Op cit, hal. 83.
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bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang illegal.5 Hasil dari pencucian uang 

tersebut selain untuk berfoya-foya sesaat, pelaku juga menginginkan harta 

kekayaan yang dihasilkan suatu saat dapat digunakan dengan tenang terhindar dari 

takut. Pada umumnya, pelaku tindak pidana pencucian uang ini tidak 

langsung membelanjakan uang hasil dari kejahatannya, melainkan terlebih dahulu 

memasukkannya kedalam sistem keuangan atau lembaga-lembaga yang terkait 

dengan keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta 

kekayaan hasil kejahatan tersebut.

Sampai saat ini pelaksanaan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak 

Pidana Pencucian Uang yang telah diamandemen dengan UU No. 25 Tahun 2005 

(UU Pencucian Uang) dirasakan belum optimal. Dengan demikian belum 

menunjukkan hasil yang signifikan dalam menindak sampai ke meja hijau. Itu 

karena jumlah transaksi yang ditengarai sebagai transaksi yang mencurigakan 

(suspicious transactions) masih cukup tinggi. Dalam hal ini peran Pusat Pelaporan 

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menindaklanjuti kasus pencucian 

uang dirasakan masih kurang maksimal.

Penegakan hukum dibidang pencucian uang masih sering menemui jalan 

buntu jika berbenturan dengan campur tangan kekuasaan. Terutama dalam hal 

masalah pembuktiannya, karena didalam tindak pidana pencucian uang masalah 

pembuktian menjadi salah satu yang dang sangat rumit dan sangat sulit dilakukan

oleh penegak hukum di Indonesia. Contoh kasus yang paling kentara adalah kasus
, * r/ *»

rekening fantastis 15 perwira Polri yang sampai saat ini belum jelas tindak -

5 http://www.isiindonesia.com/Pewfl/7gflwflrt Tindak Pidana Pencucian Uang dan -*■; '
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Yunus Husein , diakses pada tanggal 12 Mei 2009. ^ *

rasa

■ i ■

r.

* ■

Lv\v
Vi? .V..

V,

http://www.isiindonesia.com/Pewfl/7gflwflrt
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lanjutnya. Akhirnya kasus yang terkuak oleh PPATK tersebut hanya akan 

berhembus sepoi-sepoi tanpa ada tindakan konkrit dari Polri dan Pemerintah. 

Sehingga, tertiup isu-isu lain yang terus mewarnai dunia hukum Indonesia seperti 

diskriminasi dalam penegakan hukum, khususnya terhadap pejabat apalagi yang 

dekat dengan lingkungan kekuasaan (power holder). Upaya pemberantasan 

praktek pencucian uang ini memiliki dimensi dan arti penting melihat dampak 

yang dapat ditimbulkannya. Antara lain berupa instabilitas sistem keuangan, 

distorsi keuangan dan kemungkinan gangguan terhadap pengendalian jumlah

uang yang beredar.

Pemerintah dalam hal ini melalui Bank Indonesia (BI) melakukan upaya

untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan

menyempurnakan ketentuan tentang implementasi prinsip-prinsip mengenal 

nasabah ( Know Your CustomerfKYC) dan penerapan UU Perbankan oleh 

Perbankan Nasional. Penyempurnaan ketentuan tentang implementasi prinsip- 

prinsip mengenal nasabah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam 

mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam ketentuan 

tersebut nantinya BI akan menilai atas kecukupan dan efektifitas penerapan Know 

Your Customer (KYC) dan undang-undang tindak pidana pencucian uang 

berdasarkan pemeriksaan di bank-bank.D Bank dan penyedia jasa keuangan (PJK) 

lainnya harus memastikan tidak ada criminal atau tersangka tindak kejahatan 

menyimpan uang hasil kejahatannya kedalam sistem perbankan. Penyedia Jasa 

Keuangan (PJK) diminta untuk memahami profil dari nasabah mereka dan pola

http://www.suaramerdeka.com/harian/0209/16/nas3.htm, di akses pada hari sabtu, 22
Agustus 2009.

http://www.suaramerdeka.com/harian/0209/16/nas3.htm
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transaksi mereka. Kewajiban ini berlaku, baik dari nasabah baru maupun nasabah 

lama dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN).

Apabila bank dan PJK lainnya menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah 

dengan baik, mereka akan dapat mengidentifikasikan transaksi keuangan 

mencurigakan yang melibatkan nasabah mereka. Sebuah transaksi yang 

mencurigakan terjadi ketika seorang nasabah melakukan atau membatalkan 

transaski keuangan dengan menggunakan harta yang diduga kuat berasal dari hasil 

kejahatan.7 Prinsip mengenal nasabah merupakan salah satu upaya untuk 

mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan

pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung oleh pelaku kejahatan. Bank

Indonesia mewajibkan bank untuk menerapkan prinsip mengenak bank yang

terdiri dari kebijakan dan prosedur yang identifikasi nasabah, pementau rekening 

nasabah serta kebijakan dan prosedur manajemen resiko. Melalui kebijakan ini, 

bank diharapkan dapat mengenali profil nasabah maupun karekteristik setiap 

transaksi nasabah sehingga pada gilirannya bank dapat mengidentifikasi transaski 

yang mencurigakan (suspicious transactions) dan selanjutnya untuk sementara 

sebelum PPATK beroperasi sebagai mestinya pelaporannya masih kepada bank 

indonesia. 8

Dari hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan diberi nilai dan 

diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Apabila bank 

memperoleh nilai rendah, maka akan dikenakan sanksi berupa penurunan tingkat

Andrian Sutedi, “Tindak Pidana Pencucian Uang”. PT Citra Aditya Bakti, Bandung
2008, hal.45.

http://www.fTeelist.org/post/ppi/ppiindia- Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang 
dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, di akses pada tanggal 18 mei 2009.

http://www.fTeelist.org/post/ppi/ppiindia-
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kesehatan dan pelaksanaan penilaian fit and proper terhadap pengurus bank. Apa 

yang hendak dilakukan oleh Bank Indonesia hendaknya dijadikan contoh bagi 

pihak regulator lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, dana 

pensiun, perusahaan efek, pengelola reksa dana dan lain sebagainya. Dengan 

demikian penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang dapat berjalan 

dengan efektif, sehingga Indonesia tetap berada diluar daftar hitam NCCT. Perlu

dipahami bahwa tindak pidana pencucian uang bukanlah tindak pidana yang

berdiri sendiri, akan tetapi pasti ada tindakan awal yang bermuara pada kejahatan 

pencucian uang. Tindakan-tindakan awal tersebut dapat bermacam-macam karena 

pada hakikatnya kejahatan pencucian uang bermaksud untuk membuat uang 

haram tampak menjadi halal. Tindakan-tindakan awal tersebut dapat berupa 

peijudian, korupsi, penggelapan dan lain-lain. Untuk itu diperlukan koordinasi 

antara sesama penegak hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. 

PPATK harus didukung oleh informasi-informasi kejahatan yang terkait dengan 

perputaran uang sehingga dapat ditangkal atau dideteksi sejak dini. PPATK 

sebagai badan yang berhadapan langsung dengan tindak pidana pencucian uang 

harus diberi kewenangan yang lebih besar lagi untuk memeriksa dan menyidik 

tersangka pelaku tindak pidana pencucian uang. Kewenangan yang lebih besar ini 

diperlukan demi adanya keseragaman dan satu jalur proses penegakan hukum 

melalui PPATK. Lembaga-lembaga penegak hukum lainnya seperti Polri, KPK, 

Kejaksaan dapat menjadi kontributor yang signifikan dalam memberikan 

informasi-informasi dan bantuan teknis lainnya, namun kewenangan tetap berada 

di PPATK.
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Kerjasama internasional untuk penanganan praktik pencucian uang juga 

penting terutama dalam hal peningkatan kerja sama internasional. Kerja sama itu 

menyangkut masalah kriminal, seperti tukar-menukar informasi keuangan yang 

patut dicurigai, kerja sama untuk mendapatkan barang bukti di luar negeri, dan 

pembekuan aset-aset yang dicurigai sebagai hasil transaksi pencucian uang dari 

tindak pidana. Pemerintah juga perlu terus melakukan upaya-upaya penting, 

antara lain, dengan penjajagan kerja sama dengan Financial Intelligence Unit 

(FIU) dan penegak hukum lain. Penandatanganan perjanjian Mutual Legal 

Assistance (MLA) dan perjanjian ekstradisi juga penting maknanya. Memang 

tidak mudah memberantas tindak pidana pencucian uang. Tetapi hal tersebut dapat 

dilakukan dengan tekad dan komitmen kuat dari setiap elemen penegak hukum.

Tekad dan komitmen itu sendiri harus diwujudkan dalam suatu bentuk aksi, aksi

berupa perubahan-perubahan dalam kultur penegakan hukum dan juga regulasi-

regulasi di bidang keuangan. Dengan melakukan usaha secara maksimal dan total

maka diharapkan ada perbaikan dalam sistem penanganan tindak pidana 

pencucian uang.9

Oleh karena itu, berkaitan dengan persoalan diatas maka penulis tertarik 

untuk membahasnya secara mendalam melalui skripsi ini dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN

UANG DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM

HUKUM PIDANA.

Ibid



9

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis 

mengemukakan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah perbedaan pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang 

dengan pembuktian dalam tindak pidana korupsi?

2. Bagaimana perbedaan peran saksi dalam tindak pidana pencucian uang

dan tindak pidana korupsi?

3. mengapa diperlukan perlindungan terhadap saksi?

3. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan melakukan penulisan skripsi ini adalah :

Untuk mengetahui sistem pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang

dengan tindak pidana korupsi. Dan juga agar kita dapat mengetahui perbedaan

peran saksi dalam tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi dan

untuk memperjelas uang hasil tindak pidana selain itu tujuan penulis juga ingin

mengetahui perlunya perlindungan terhadap saksi.

4. Manfaat Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai maanfaat yang dikategorikan menjadi:

a. Manfaat Teoritis

Hasil studi diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam dunia pendidikan 

dan dapat menambah pengetahuan khususnya dalam perbedaan sistem 

pembuktian tindak pidana pencucian uang yang dihubungkan dengan
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sistem pembuktian tindak pidana korupsi. Selain itu penulis juga 

mempunyai manfaat lain yaitu untuk mengetahui peran saksi dan 

perlindungan terhadap saksi, 

b. manfaat praktis

Hasil studi diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang 

berharga bagi aparat penegak hukum dalam ketentuan sistem pembuktian

penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang dengan tindak

pidana korupsi, perbedaan peran saksi antara tindak pidana pencucian

uang dengan tindak pidana korupsi selain itu untuk memberikan

penjelasan kepada masyarakat bahwa saksi mendapat perlindungan dari

penegak hukum.

5. Ruang Lingkup

Untuk mengetahui bagaimana ketentuan penegakan hukum dalam tindak 

Pidana Pencucian Uang dihubungkan dengan sistem pembuktian yang bisa 

dilakukan yaitu dengan cara, membandingkan sistem pembuktian dalam tindak 

pidana pencucian uang dengan sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi. 

Dan juga masalah mengenai perbedaan saksi antara tindak pidana pencucian uang 

dengan saksi tindak pidana korupsi dan dalam hal memberantas tindak pidana. 

Dan ruang lingkup mengenai perlunya perlidungan terhadap saksi.
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6. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, 

dimana penelitian ini mengkaji tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana 

pencucian uang dihubungkan dengan sistem pembuktian dengan hukum pidana 

dengan cara menelusuri bahan pustaka dan literatur-literatur yang berhubungan 

dan mendukung judul skripsi ini. Penulis menelaah dan meneliti asas-asas hukum, 

konsep-konsep dan peraturan peraturan yang ada.

b. Jenis dan Sumber Data

Penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder sebagai data pokok.

Yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan yang dikumpulkan dari pustaka, yang 

meliputi literatur-literatur, majalah, jurnal, artikel-artikel dan lain-lain yang 

berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Bahan hukum tersebut terdiri dari :10

6.bl. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan data

itu terikat langsung dengan bahan yang diteliti, yaitu Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 15 tahun 2002 jo Undang-Undang

No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No.8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

6.b2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan juga mengenai asas-asas hukum, pendapat para sarjana

10 Soerjono Soekanto, “Penelitian Hukum Normtif' PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2003,
hal.13.
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(doktrin), putusan-putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

(yurisprudensi) yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis.

6.b3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan sekunder, seperti laporan penelitian terdahulu, buku-

buku, jurnal, majalah, kamus, ensiklopedia dan seterusnya.

7. Analisis Data

Penganalisisan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan dilakukan

secara deskripstif analisis kualitatif, yaitu dengan terlebih dahulu memisahkan

data dan informasi sesuai dengan kategorinya masing-masing, setelah itu baru

dilakukan penafsiran terhadap data dan informasi tersebut.
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